BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Good Governance Government
2.1.1 PengertianGood Governance Government
Ada banyak pendapat mengegavernance diantaranya menurut World
Bank (Mardiasmo,2009) adalah :
“The way state power is used in managing economid ancial resource
for development of soci€ty
Sementara itu United Nations Development PrograrNB) mendefinisikan
governancesebagai :
“The exercise of political economic, and administrae authority to
manage nation’s affair at all levels of society”.
Artinya :
“Pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi dan admimitrasi dalam
mengelola masalah bangsa”.
Karena itu menurut UNDP, ada tiga model tata kepertadan yang baik yaitu :
1) Kepemerintahan Politik(Political Governance)yang mengacu pada
proses-proses pembuatan berbagai keputusan untukumongkan
kebijakan(policy/strategy formulation).
2) Kepemerintahan Ekonon{Economic Governanceyang mengacu pada
proses pembuatan keputugdecision making procesgang memfasilitasi

kegiatan ekonomi di dalam negeri dan interaksi tdi@n penyelenggara
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ekonomi. Kepemerintahan ekonomi ini memiliki imp@lg( terhadap
masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan ghewam kualitas
hidup.
3) Kepemerintahan Administratif (Administrative Governance) yang
mengacu pada sistem implementasi kebijakan.
Menurut Ganie Rochman (2000:142) menyatakan bahwa :
“Good Governanceadalah mekanisme pengelolaan sumber daya
ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektoNegara dan
sektor non Negara dalam suatu usaha kolektif”.
Menurut Jan Kooiman (2003) :
“Governance atau kepemerintahan merupakan serangkaian proses
interaksi sosial politik antara pemerintah dengan nasyarakat dalam
berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan asyarakat dan
intervensi pemerintahan atas kepentingan-kepentingatersebut”.
Jika mengacu pada program World Bank dan UNDP ntag pembangunan
sektor publik adalah menciptakajpod governance governmend/orld Bank
mendefinisikan good governance governmensebagai penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggwad jgang sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaadahsalokasi dana investasi,
dan pencegahan korupsi baik secara politik maupimirastratif, menjalankan
disiplin anggaran serta penciptaan legal dan ké&angolitik (political
framework)bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
Sebagaimana ditegaskan oleh Lembaga Administrasyaftd (LAN)

(2003:1) bahwagovernanceadalah proses penyelenggaraan kekuasaan Negara

dalam melaksanakan penyediaan layanan publik yaaik (public good and
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service) Praktek yang terbaiknya diselgdod governancékepemerintahan yang

baik).

2.1.2 Tujuan Good Governance Government

Tujuan dari penerapargood governance governmergdalah untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembantukegara (pemerintah)
yang kuat, pasar yang kompetitif, dan masyarakail $civil society) yang
mandiri. Untuk mewujudkan itu, maka dalam implenasntata kepemerintahan
yang baik diharapkan para pelaku atau pilar-pilarmyembangun kolaborasi,
networking dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaiNegara.
Implementasigood governance governmemtalam penyelenggaraan Negara
bukan perkara mudah. Kendala-kendala siap menghagapksanaan tata
kepemerintahan yang baik, kendala-kendala itu beloen pada pelaku-pelakunya
sendiri dan sistem yang menelikungnya. Di sektongréntahan, sistem politik,
etika politik dan pemerintahan kurang mendukungsé&ktor swasta, etika bisnis
kurang ditegaskan dan persaingan tidak terus-mgnemmengalami
ketidakberdayaan sehingga tidak dapat menjalankangsf kontrolnya

(Mardiasmo : 2009).

2.1.3 Prinsip-prinsip Good Governance Government
Kunci utama memahangiood governance governmedalah pemahaman
atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak darnpip-prinsip ini akan didapatkan

tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-burukmpemerintahan bisa dinilai
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bila telah bersinggungan dengan semua unsur pimgipip good governance

government

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2003:7) teatlgpinsip-prinsip

good governance governmesebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Participation

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusag Ypaik secara
langsung maupun tidak langsung melalui lembaga glélan yang dapat
menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut djbban atas dasar

kebebasan berasosiasi dan berbicara serta beifpasiisecara konstruktif.

Rule of law

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpdarag bulu
Transparency

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan meetpenmaormasi.
informasi yang berkaitan dengan kepentingan pubkcara langsung
dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.

Responsiveness

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggapmdateelayani
stakeholders.

Consensus Orientation

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yanh laebs

Equity

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang santak umemperoleh

kesejahteraan dan keadilan.
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7) Efficiency and effectiveness
Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secadaia guna (efektif).
8) Accountability
Pertanggung jawaban kepada publik atas setiaptagtifang dilakukan.
9) Strategic Vision
Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harusikneisi jauh.
Pendapat yang lain, Ganie Rochman (2000:145) niekema bahwayood
governancderdapat 4 prinsip utama yang dapat diperankam altentansi sektor
publik yaitu penciptaan (1) transparansi, (2) a&biitas publik, (3)value for

moneydan (4) efektifitas manajemen sumber daya manusia.

2.1.3.1Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan meetpenmaormasi.
Informasi yang berkaitan dengan kepentingan pubkcara langsung dapat
diperoleh dari yang membutuhkan. Transparansi juljartikan sebagai
keterbukaan lembaga-lembaga sektor publik dalam begkan informasi dan
disclosure kepada masyarakat mengenai kinerja pemerintahrdarmasi dan
disclosureyang diberikan harus dapat di pahami dan dimaniieh masyarakat.
Transparansi mewajibkan adanya suatu sistem infriyang terbuka, tepat
waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yarenyangkut keadaan
keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikarsgb@an. Transparansi
atau keterbukaan dapat dilihat pada tiga aspelyiyék) adanya kebijakan yang

terbuka terhadap pengawasan, (2) adanya aksesnasdisehingga masyarakat
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dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemeri{@therlakunya prinsigheck
and balanceantar lembaga eksekutif dan legislatif (Mardias2@09)

Tujuan transparansi ini membangun rasa saling paraatar pemerintah
dengan publik dimana pemerintah harus memberikimmnmasi yang akurat bagi
publik yang membutuhkannya. Terutama informasi yandal berkaitan dengan
masalah-masalah hukum, pengaturan, dan hasilyesg dicapai dalam proses
pemerintahan, adanya mekanisme yang memungkinkaayamakat untuk
mengakses informasi-informasi yang relevan, adgmsm@turan yang mengatur
mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk menyaadianformasi kepada
masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengabHentpsyarakat untuk
mengkritisi kebijakan yang dihasilkan oleh PEMDA.

Khusus dalam rangka otonomi daerah, transparansartbeapakah
Kabupaten atau Kota yang ada menyediakan inforkegublik secara terbuka
sehingga publik dapat mempertanyakan tentang mengizaiu keputusan dibuat,
atau apa kriteria yang digunakan sehingga masyapmhdik dapat mengontrol,
memonitor lembaga-lembaga publik beserta prosegarker. Karena itu
transparansi harus dibangun dalam kerangka kehebalgan informasi berbagai
proses, kelembagaan, dan informasinya harus dagediakan secara memadai
dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan aelaégf monitoring dan
evaluasi. Rakyat secara pribadi dapat mengetabaragelas dan tanpa ada yang
ditutup-tutupi dalam proses perumusan kebijakan lipuldan tindakan
pelaksanaan nya. Segala tindakan dan kebijakanrpgatebaik di pusat maupun

daerah, harus dilaksanakan secara terbuka damkdiketmum.
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2.1.3.2Akuntabilitas

Akuntabilitas dimaksudkan untuk menjelaskan peram tanggung jawab,
serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbapgnkegan manajemen
dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi a@anDKomisaris.
Disamping itu akuntabilitas juga merujuk pada penigengan rasa tanggung
jawab publik bagi pengambilan keputusan di pemahian, sektor privat dan
organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepsala pemilik
(stockholder) Khususnya dalam birokrasi, akuntabilitas merupakapaya
menciptakan sistem untuk memonitor dan mengontioérja dalam kaitannya
dengan kualitas, inefisiensi, dan perusakan sumidga, serta transparansi dalam
manajemen keuangan, pengadaaepunting dan pengumpulan sumber daya.
Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2006:3) adalah:

“Sebagal bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keerhasilan

atau kegagalan pelasanaan misi organisasi dalam meapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalsuatu media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara perioHyi.
Dari sudut kekuasaan, akuntabilitas menjamin adamgases yang memenuhi
syarat dalam pemilihan pemegang kekuasaan dandomos@ng sehat dalam
proses pengambilan keputusan. Terutama keterli@iblik dalam pengambilan
keputusan-keputusan strategis, adanya mekanisnmeasvatas insentif yang
diberikan kepada para pejabat politik, serta adanyaekanisme
pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja gataban.

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabiladalah pemberian

informasi dandisclosureatas aktifitas dan kinerja keuangan pemerintatadap

pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporamliets Pemerintah baik pusat
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maupun daerah harus bisa menjadi subjek pembesrniaisi dalam rangka
pemenuhan hak-hak publik. Sedangkan men8agpenas(2014) akuntabilitas
terjadi  bila suatu instansi pemerintah dan apamgur dapat
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan gdmgikan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) serta &khbi) program dan kegiatan

yang dilakukan.

2.1.3.3 Ekonomi, Efisiensi, EfektifitagVValue for money)

Value for money menurut Mardiasmo (2009:4) merupakan konsep
pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasapiada tiga elemen utama,
yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonopemerolehan input dengan
kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yarendeh. Ekonomi merupakan
perbandingan input dengannputvalueyang dinyatakan dalam satuan
moneter. Efisiensi, pencapaian otput yang maksirdangannput tertentu untuk
penggunaan input yang terendah untuk mencapai bugrtentu. Efisiensi
merupakan perbandingan output/input yang dikaitk@mgan standar kinerja atau
target yang telah ditetapkan. Efektivitas, tingkahcapaian hasil program dengan
target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitanerupakan
perbandingamutcomedengan output.

Value for Moneymerupakan tolak ukur dalam anggaran belanja suatu
organisasi, baik organisasi yang berusaha untuldapatikan laba (swasta) atau
perusahan yang non profit seperti perusahan spltdik (pemerintah)Value for

moneyadalah penilaian kinerja yang meliputi efisieredgktivitas dan ekonomi.
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Indikator kinerja dalam perusahaan yang menggunakdure for moneyharus
menggambarkan tingkat pencapaian, tingkat pelaypada biaya ekonomis yang
terbaik. Ini artinya walaupun dengan biaya yangdaéndan murah tidak selalu
yang terbaik, ini karena dengan biaya rendah daraimtidak dapat dikatakan
yang terbaik pula. Pengertiaralue for moneydalam buku manajemen kinerja
sektor publik oleh Mahmudi (2005 : 89) adalah, bahw

“value for moneymerupakan konsep penting dalam organisasi sektor

publik dimana value for moneymemiliki pengertian penghargaan

terhadap nilai uang.”

2.1.3.4Efektifitas Manajemen Sumber Daya
Menurut Edwin B. Flippo, yang dikutip oleh Bambanghyudi (2002 : 9)
mengemukakan bahwa:

“Manajemen Sumber daya Manusia merupakan
perencanaan,pengorganisasian, pengarahan dan pengasan daripada
pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pamtggrasian,
pemeliharaan dan pemisahan sumber daya manusia keuatu titik
akhir dimana tujuan-tujuan perorangan, organisasi dan masyarakat
terpenuhi”.

Menurut Samsudin (2006:22) mengemukakan bahwa:
“Manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitasaktivitas
yang dilaksanakan agar sumber daya manusia dalam ganisasi dapat
didayagunakan secara efektif dan efisien guna menpai berbagai
tujuan”.
Dari beberapa pendapat diatas menunjukan bahwa jenaga sumber

daya manusia adalah manajemen yang berhubunganardepgrencanaan,

pengorganisasian dan pengawasan terhadap berhagmsi fpelaksanaan usaha



20

selain itu juga sebagai salah satu bidang dari jpar@a umum yang mengatur

manusia, dan diterima secara universal pada miasaseg ini.

2.2 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah

Menurut SK Kepala LAN No. 239/1X/6/8/2003 Tanggd Raret 2003
tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akutgab#{inerja Instansi
Pemerintah dinyatakan bahwa akuntabilitas adalahwajdgan untuk
menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab daarangkan kinerja dan
tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu isagirkepada pihak yang
memiliki hak dan berkewenangan untuk meminta kegaa atau
pertanggungjawaban. Menurut Mardiasmo, (2009:20) :

“Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah

(agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,

melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan égiatan yang

menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amaah

(principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta

pertanggungjawaban tersebut”.

Berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, msaksua instansi
pemerintah, badan dan lembaga Negara di pusat akald sesuai dengan tugas
pokok masing-masing harus memahami lingkup akulitidnya masing-masing,

karena akuntabilitas yang diminta meliputi kebeithasdan juga kegagalan

pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

2.2.1 Jenis dan Tipe Akuntabilitas
Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa tipe, drante menurut Rosjidi

(2001:145), tipe dan jenis akuntabilitas dapat @iggarikan menjadi dua, yaitu :
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1) Akuntabilitas Internal
Akuntabilitas Internal yaitu berlakunya bagi setiipgkungan dalam
organisasi internal penyelenggaraan Negara termasuoterintah, dimana
pelaksanaan kegiatannya secara periodic maupunk&ewaktu bila
dipandang perlu. Keharusan akuntabilitas interrathgrintah tersebut,
telah diamanatkan dalam Intruksi Presiden Nomoifiuh 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

2) Akuntabilitas Eksternal
Akuntabilitas Eksternal yakni melekat pada setiapmbaga Negara
sebagai organisasi untuk mempertanggungjawabkamnissemanat yang
telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkemivenryga untuk
dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan linglkmmnga
Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga seperti yatigutip BPKP

dalam bukunya Akuntabilitas daBood Governancg2003:24), membedakan
akuntabilitas dalam tiga macam yaitu :

1) Akuntabilitas Keuangan
Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawabaangenai
integritas keuangan, pengungkapan dan ketaataradigph peraturan
perundangan.

2) Akuntabilitas Manfaat
Akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi pemh&ipada hasil dari

Kegiatan-kegiatan pemerintah.
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3) Akuntabilitas Prosedural
Akuntabilitas prosedural merupakan pertanggungjawabmengenai
apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksandanksbgakan telah
mempertimbangkan masalah, moralitas, etika, kepashukum, dan
ketaatan pada keputusan politis untuk mendukunggmeman tujuan akhir

yang telah ditetapkan.

2.2.2 Prinsip-prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Berdasarkan SK Kepala LAN No0.239/1X/6/8/2003 tarigtfa Maret 2003
tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akutgabiinerja Instansi
Pemerintah dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingn instansi pemerintah,
perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut
1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh si@dtansi untuk
melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akeintab
2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamgygpaaan sumber-
sumber daya secara konsisten dengan peraturandaegmindangan yang
berlaku.
3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuam shsaran yang
telah ditetapkan.
4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan mita $&asil dan manfaat
yang diperoleh.

5) Harus jujur, objektif, transparan, dan akurat.
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6) Harus menyiapkan penjelasan tentang definisi antaadisasi kegiatan
dengan stratejik dan berakhir dengan penyerahaordapakuntabilitas
kepada pemberi wewenang dalam pelaksanaan akitatsili diperlukan
pula perhatian dan komitmen yang kuat dari atasagsiung instansi yang
memberikan akuntabilitasnya, lembaga perwakilan dembaga

pengawasan untuk mengevaluasi akuntabilitas kiyarjg bersangkutan.

2.2.3 Tujuan dan Sasaran Akuntabilitas Kinerja Insiansi Pemerintah
Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 didebubahwa tujuan
dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adtal untuk mendorong
terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemaimsebagai salah satu prasyarat
untuk tercapainya pemerintahan yang baik dan teagar
Sedangkan sasaran dari Akuntabilitas Kinerja IrsstBemerintah adalah :
1) Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel ggjairapat beroperasi
secara efisien, efektif dan responsif terhadaprasipimasyarakat dan
lingkungannya.
2) Terwujudnya transparansi Instansi Pemerintah
3) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksarf@ambangunan
Nasional.

4) Terpelihara kepercayaan masyarakat kepada penterinta
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2.2.4 Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeringh

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 199@infabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas sekeggatan utama instansi
pemerintah yang memberikan kontribusi bagi peneempaisi dan misi instansi
pemerintah. Kegiatan yang menjadi perhatian utamsacakup :

1) Tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah.

2) Program kerja yang menjadi isu nasional.

3) Aktivitas yang dominan dan vital bagi pencapaiasi dan misi instansi
pemerintah.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang medi ruang lingkup
tersebut di atas dilakukan oleh setiap instansi gugntah sebagai bahan
pertanggungjawaban kepada Presiden. Pelaksanaarahiiias Kinerja Instansi
Pemerintah dilakukan dengan :

1) Mempersiapkan dan menyusun perencanaan stratejik.

2) Merumuskan visi, misi, faktor-faktor keberhasilaojuan, sasaran dan
strategi instansi pemerintah.

3) Merumuskan indikator kinerja instansi pemerintamgie berpedoman
pada kegiatan yang dominan, menjadi isu nasionah dital bagi
pencapaian visi dan misi instansi pemerintah.

4) Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas pokoKudgei dengan
seksama.

5) Mengukur pencapaian kinerja dengan perbandingagrjkiraktual dengan

rencana atau target, perbandingan kinerja aktuabate tahun-tahun
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sebelumnya, perbandingan kinerja aktual dengarrj&inke Negara-negara

lain atau dengan standar internasional.

6) Melakukan evaluasi kinerja dengan menganalisid pasigukuran kinerja,
menginterprestasikan data yang diperoleh, membembpbotan (rating)
keberhasilan pencapaian program, membandingkanapaian kegiatan,
program dan kebijaksanaan dengan visi dan misamsspemerintah.

Alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instgpemerintah adalah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahAKIP). Berdasarkan
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 diatas sesargkat implementasi
(pelaksanaan) Akuntabilitas Kinerja Instansi Peniahi (sistem LAKIP)

dituangkan dalam Renstra dan LAKIP.

2.3 Pengertian Kinerja
Menurut Roebiandini Soemantri (2005) :

“Kinerja merupakan refleksi dari pencapaian keberhasilan
perusahaan yang dapat diartikan sebagai hasil yangelah dicapai
atau berbagai aktivitas yang dilakukan”.

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui diinformasikan kepada
pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat peagn hasil suatu instansi
dihubungkan dengan visi yang diemban suatu orgsirssgta mengetahui dampak
positif dan negative suatu kebijakan operasionaby@giambil (Tim Studi AKIP
BPKP, 2003:7).

Jadi secara umum dapat diartikan bahwa kinerja pag&an prestasi hasil

yang telah dicapai oleh organisasi dalam periodeertkl. Kinerja dapat
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digunakan manajemen untuk melakukan penilaian aepariodik mengenai
efektifitas operasional berdasarkan sasaran, stadda kriteria yang telah

ditetapkan sebelumnya.

2.3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, Pengukuranekja adalah
proses sistematis dan berkesinambungan untuk mekéaerhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesual dengan mprokedijakan, sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan wesi dan strategis instansi
pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilaagendikator kinerja guna
memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kiegagancapaian tujuan dan
sasaran. Selanjutnya dilanjutkan pula analisis thiitas Kkinerja yang
menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegidengan program dan
kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tupiandan misi sebagaimana
ditetapkan dalam rencana stratejik.

Selain itu Whittaker dan Robert Simons dalédReference guide;
Province of Alberta, Canada, seperti dikutip oledmbaga Administrasi Negara
(LAN) dalam modul 3, menyebutkan bahwa pengukuraeria adalah sebagai
berikut :

“Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untu meirlai

kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tuwan yang

ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan untuk berperan
sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan/hukoan

(reward/punishment) akan tetapi pengukuran kinerja berperan

sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk mmaperbaiki
Kinerja organisasi”.
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Pengukuran kinerja merupakan proses mengukur mfisgan efektivitas
dari tindakan untuk mencapai tujuan (Neely, 1988)ngan pengukuran kinerja
maka pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam merszggaaan, tujuan, misi dan
visi tercatat dan terukur. Maksud dari pengukurametda bukan hanya untuk
mengetahui bagaimana kinerja suatu bisnis tetaga juntuk membantu suatu
bisnis bekerja dengan lebih baik. Tujuan utama damplementasi sistem
pengukuran kinerja adalah untuk meningkatkan kinegatu organisasi sehingga
organisasi tersebut mampu untuk memberikan pelayabagi pemangku
kepentingan dengan lebih baik (Johnson, 2007).

Seperti halnya sektor swasta, organisasi sectolikpdb seluruh dunia
menghadapi tekanan untuk meningkatkan kualitasypetan, menurunkan biaya,
menjadi lebih akuntabel, fokus pada pelanggan dapansif terhadap kebutuhan
pemangku kepentingan. Pengukuran kinerja telah laiganakan di sektor
swasta, namun awalnya hal ini dianggap tidak mungkiaksanakan untuk
mengukur kinerja sektor publik. Saat ini telah ddrj perubahan, pergeseran
terjadi dalam penggunaan informasi kinerja bukamyhadigunakan untuk
keperluan internal tetapi juga digunakan untuk mreksternal dan akuntabilitas
(Metawie dan Gilman, 2005).

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Belatu pengemban
amanah masyarakat melaksanakan kewajiban akutdabiinelalui penyajian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian TaaanfPangan Provinsi Jawa
Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandalagn Inpres Nomor 7 Tahun

1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pentah dan Peraturan Menteri
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Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReforBiasirasi Nomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapamnjakoan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laponian memberikan gambaran
mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Prograatékegerta indikator makro
baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telabghi maupun kegagalan pada
tahun 2013.

Tahap pengukuran kinerja merupakan tahap untukhatetiapaian kinerja
dengan cara membandingkan rencana dengan reaj@sastiengukuran kinerja
dilakukan terhadap sasaran tahunberjalan dan kegdéngan masing-masing
indikator kinerjanya, terutama indikator Kinerja nku Untuk dapat
mempermudah membuat kesimpulan hasil pengukuranjéjrditetapkan dengan
skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

a. >100 = Sangat Baik (SB)
b. 80-100 =Baik (B)

c. 50-75 = Cukup (C)

d. <50 = Kurang (K)

Pengukuran pencapaian sasaran dan kinerja kegiiihukan dengan
cara membandingkan target dengan realisasi indikkiioerja sasaran, dan
membandingkan masing-masing target indikator kin&ggiatan (hasil) dengan
realisasinya, sehingga diperoleh angka capaianrj@jnenelalui penggunaan
rumus sebagai berikut :

Rumus | : Digunakan untuk realisasi yang lebihabesmenunjukkan
kinerja lebih baik

Capaian Kinerja (%) = Realisasi 100 %

Target
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Rumus Il : Digunakan untuk realisasi yang lebilsdvemenunjukkan
kinerja kurang baik

Capaian Kinerja (%) = Target - (Realisasi — Ergx 100 %

Target

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukuratap kinerja Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, utielipdikator kinerja
sasaran serta indikator kinerja kegiatan. Indikhasil adalah segala sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka nuame(efek langsung).

Evaluasi dan analisis kinerja lebih difokuskan padsmcapaian kinerja
yang bernilai > 100 % dan kurang dari 80 % disamsitas pencapaian kinerja 80
% - 100 % yang memerlukan penjelasan. Selain italisis juga dilakukan
terhadap setiap perbedaan kinerja (Performance Gam) terjadi, baik terhadap
penyebab terjadinya GAP maupun strategi pemecatasalah yang telah dan
akan dilaksanakan. Hasil pengukuran kinerja daphahatl dalam formulir

Pengukuran Kinerja.

2.3.2 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan proses iiladi dan klasifikasi
indikator kinerja melalui sistem pengumpulan damgmtolaan data/informasi
untuk menentukan kinerja kegiatan. Dalam Modul AKIIAN dan BPK tahun
2000) terdapat beberapa indikator kinerja yang ngerdigunakan dalam
pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi, yamdikator masukan(input),
indikator prosegprocess) indikator keluarar{output) indikator hasil(outcome)

indikator manfaafbenefit) dan indikator dampaimpact).
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Masukan(input)

Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksana@tatedan program dapat
berjalan atau dalam rangka menghasilkan outputalmjia sumber daya
manusia, dana, material, waktu, teknologi dan szbgg.

Prosegprocess)

Segala besaran yang menunjukkan upaya yang dilakaeam rangka
mengolah masukan menjadi keluaran.

Keluaran(output)

Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan nknfsbagai hasil langsung
dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program bekdasanasukan yang
digunakan.

Hasil (outcome)

Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya reelukegiatan pada
jangka menengahOutcome ini merupakan ukuran seberapa jauh setiap
produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapsyana&at.
Manfaat(benefit)

Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari gela&an kegiatan.
Dampak(impact)

Pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun négaida setiap tingkatan
indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung didak langsung dapat

mengindikasikan sejauhmana keberhasilan pencagagaran. Dalam hubungan

penetapan indikator kinerja kegiatan merupakproses identifikasi,
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pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang idikenerja atau ukuran
kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan progsrogram instansi.
Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasapada perkiraan yang
realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasasag ditetapkan serta data
pendukung yang harus diorganisasi. Indikator kanggng dimaksud hendaknya :
1) Spesifik, jelas dan tidak bias.
2) Dapat diukur secara objekiif.

3) Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapa

2.3.3 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja
Menurut TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Pemygjgaraan
Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolasi nepotisme, tujuan dari
system pengukuran kinerja adalah untuk menilai #etslan dan kegagalan
pelaksaan kegiatan sesuai dengan program, kebjjsksaran dan tujuan yang
telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi damatsgi instansi pemerintah.
Proses ini dimaksudkan untuk menilai setiap perieapmdikator kinerja guna
memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagancapaian tujuan dan
sasaran.
Sasaran umum, tujuan sistem pengukuran kinerjakhdabagai berikut :
o Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih badp down dan
bottom up.
o Untuk mengukur kinerja keuangan daan financial secara berimbang,

sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapa&adg.
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o Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan mandjggkat
menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencdpta
kepemerintahan yang baik.

0 Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkaelzan individual
dan kemampuan kolektif yang rasional.

Manfaat dari pengukuran kinerja adalah sebagakiberi

o Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakiaik menilai
kinerja manajemen.

o Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yafain ditetapkan.

o Untuk memonitoring dan mengevaluasi pencapaian rjginedan
membandingkan dengan tingkat kinerja yang telattajpkan.

0 Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan damlank¢eward dan
punishmernjt secara objektif atas pencapaian prestasi yangudisesuai
dengan sistem pengukuran kinerja organisasi.

o Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggdah terpenuhi.

o Membantu memahami proses kegiatan instansi perabrint

o Memastikan bahwa pengambilan keputusan sudah #éakusecara

objektif. (Mardiasmo, 2009:122)

2.4 Pengaruh Penerapan Good Governance Government Dengan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Penerapaigood governance governmenikanlah suatu hal yang mustahil

untuk diwujudkan. Berbagai upaya untuk menerapkamsip-prinsip good
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governance governmetdrcermin dari kemauan dan kesadaran bersamaapeber

Kabupaten/Kota untuk melakukan pengelolaan kepertadran secara lebih

efektif dan efisien. Hal ini berdampak pada rengahtindak penyalahgunaan

kewenangan di lingkungan pemerintah daerah. Dalgood governance
governmenimemuat hal-hal pokok mengenai peraturan keseinamhgbungan
antara organ-organ pemerintahan dengan tugas dgsi faparaturnya.

Secara ringkas tata kepemerintahan yang baik menaspek-aspek yang
berkaitan dengan :

o Keseimbangan internal merupakan pengaturan hubuaggma organ-organ
instansi dengan struktur kelembagaan.

o Keseimbangan eksternal merupakan pengaturan hubuagtara instansi
pemerintahan dengan pemerintah pusat.

Tiga faktor kunci penciptaagood governance governmeyditu sebagai
berikut :

o Visi, seorang pemimpin tanpa visi tidak akan meatlgn dukungan yang
optimal dari pendukungnya. Karena visi memberikarspirasi kepada
pendukung dan bawahan untuk mengambil bagian dalaplementasi
strategi penciptaan tata kepemerintahan yang baik.

o Melakukan perubahan terhadap proses yang sudahSagaang pemimpin
harus mampu melakukan perubahan terhadap sistemprdses bila situasi di
lapangan menghendaki hal tersebut. Hal ini bebatiwa seorang pemimpin

siap menghadapi resistensi oleh status terhadapgigan yang terjadi.
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o0 Mendapatkan dukungan dan mempertajam dukungan yam@ah ada.
Kepemimpinan politik harus dapat menciptakan lingkan yang
memungkinkan pendukung dan bawahan untuk beraksiinHmembutuhkan
keahlian khusus pemimpin dalam meyakinkan dan meggrehi setiap
orang untuk melakukan perubahan dalam menciptakian kepemerintahan
yang baik. Termasuk dalam kemampuan ini adalah raamgngajak setiap
orang untuk secara kolaboratif melakukan perubaleaitaku dan secara aktif
memberikan kesempatan kepada setiap orang padatiyang berbeda untuk
membuat keputusan atas inisiatif sendiri dalam kangenciptakan tata
kepemerintahan yang baik. Dalam kasus pencipjaad governanceeorang
pemimpin harus berani mengambil sikap terhadap-milai yang dipercayai
dan memberikan contoh teladan bagi orang-orang ydipgnpinnya dan
semua warganya.

Dalam hal ini, tata kepemerintahan yang baik mengava suatu
keharusan yang merupakan proses dan struktur yaggnakan untuk
mengarahkan dan mengelola sumber daya ekonomiaaal yang melibatkan
pengaruh sektor Negara dan sektor non Negara dalinusaha kolektif.

Terdapat empat prinsip yang mendukung tata kepataban yang baik
yaitu transparansi, akuntabilitas publikalue for money dan efektivitas
manajemen sumber daya manusia. Transparansi dibaatgs dasar kebebasan
memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan @dendgepentingan publik
secara langsung dapat diperoleh oleh yang membanuhtkuntabilitas

dimaksudkan untuk menjelaskan peran dan tanggumgbjaserta mendukung
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usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan jemaea dan pemegang
saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komid&élue for money
merupakan inti pengukuran kinerja pada organisalsios publik. Kinerja tidak
hanya dinilai dari sisi output yang dihasilkannya saja, akan tetapi
mempertimbangkaimput, output danoutcomejuga. Tata kepemerintahan yang
baik (good governance governmgsangatlah berpengaruh terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah karermgod governance governmenterupakan
penyelenggaraan manajemen pembangunan yang salidbeldanggungjawab
yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan passiewfi penghindaran salah
alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi ®edara politik maupun
administrative, menjalankan disiplin anggaran speaciptaariegal danpolitical

frameworkbagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo : 2009).

2.5 Kerangka Pemikiran

Untuk menciptakangood governance governmeperlu dikembangkan
dan diterapkan suatu sistem pertanggungjawaban tgpag dan jelas sehingga
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapaisibelan berdayaguna,
bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Kprplusi, dan Nepotisme
(KKN). Good governance governmeadalah konsep baru yang digunakan upaya
untuk memperbaiki kinerja suatu organisasi dalamghadapi situasi global.

Berdasarkan TAP MPR RI No. XI Tahun 1998 tentangykenggaraan
Negara yang bebas Korupsi, Kolusi, dan NepotismENK Keputusan MPR

tersebut menyatakan bahwa setiap komponen Negaura heelaksanakan fungsi
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dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawald&empasyarakat, Bangsa,
dan Negara dan untuk menjalankan fungsi dan tugasngrsebut,
penyelenggaraan Negara harus jujur, adil, terbwd tdrpercaya serta mampu
membebaskan diri dari praktek Korupsi, Kolusi, dpotisme (KKN).

Kinerja organisasi sektor publik adalah gambaranngeeai tingkat
pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemesetadgai penjabaran dari visi
dan misi serta strategi pemerintah yang mengintkéiagingkat keberhasilan dan
atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sekrajan program dan
kebijakan yang diterapkan.

Ada beberapa jenis indikator kinerja yang seringudakan dalam
pelaksanaan pengukuran Kinerja organisasi yaitdikamor masukan(input),
indikator prosegprocess) indikator keluarar{output) indikator hasil(outcome)
indikator manfaatbenefit) dan indikator dampampact).

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dikanu agar
pelaksanaan kegiatannya dapat berjalan untuk msitikgoa keluaran. Indikator
ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, ingyrkebijakan atau peraturan
perundang-undangan dan sebagainya.

Indikator proses adalah segala besaran yang medamuupaya yang
dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadiakah. Indikator proses
menggambarkan perkembangan atau aktivitas yaragieafau dilakukan selama
pelaksanaan kegiatan berlangsung khususnya dalasegpmengolah masukan
menjadi keluaran. Indikator keluaran adalah sesyanhg diharapkan langsung

dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupadisikipun nonfisik.
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Indikator hasil adalah segala sesuatu yang tedesigan tujuan akhir dari
pelaksanaan kegiatan. Indikator dampak adalah pemgeang ditimbulkan baik
positif maupun negatif pada setiap tingkatan inikdberdasarkan asumsi yang
telah ditetapkan.

Teori Rochman (2000:142) menyatakan balgead governancedalah
mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi danl| sgmsiey melibatkan
pengaruh sektor Negara dan sektor non Negara dak#ton usaha kolekiif.
Kemudian Rochman (2000:146)enyatakan bahwgood governancéerdapat 4
prinsip utama yang dapat diperankan oleh akuntasditor publik yaitu
penciptaan :

1) Transparansi

2) Akuntabilitas Publik

3) Value of Money, dan

4) Efektifitas manajemen sumber daya manusia

Menurut data yang didapat dari sebuah websgiigv.bappenas.qgo.id/,

akuntabilitas terjadi bila suatu instansi pemefintdan aparaturnya dapat
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan ddmgikan sesuai
dengan tugas dan fungsi (TUPOKSI) serta kebijapaogram dan kegiatan yang
dilakukan.

Sedangkan prinsip transparansi terwujud apabilayanakat mempunyai
kemudahan untuk mengetahui dan memperoleh dataiddanmasi mengenai
kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemérinta

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabiladalah pemberian

informasi dan pengungkapatidisclosure) atas aktivitas kinerja finansial
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pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingangan laporan tersebut
pemerintah harus bisa menjadi subjek pemberi indsimdalam rangka
pemenuhan hak-hak publik. Terwujudnya akuntabiliteesupakan tujuan utama
sektor publik, tuntutan akuntabilitas publik menglskan lembaga-lembaga
sektor publik untuk lebih menekankan pada pertangguvaban horizontal
(horizontal accountability)oukan hanya pertanggungjawaban vertigadrtical
accountability).

Teori Mardiasmo (2009:20) menyatakan bahwa akuliibi publik
adalah kewajiban pihak pemegang amanageri) untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan umgkgpkan segala
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawalkepada pihak pemberi
amanah (rincipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Mardiasmo (2009:39) pelaksanaan akuntabilipublik di
lingkungan instansi pemerintahan, perlu memperaatigrinsip-prinsip sebagai
berikut :

1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh stafansi untuk

melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akeintab

2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjammggpaaan

sumber daya-sumber daya secara konsisten dengaatunaer
perundang-undangan yang berlaku

3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tuj@nsasaran yang

telah diterapkan

4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misit deasil dan

manfaat yang diperoleh

5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif agai katalisator

perubahan manajemen instansi pemerintah dalamlpatautakhiran
metode dan pengukuran kinerja dan penyusunan lapdxantabilitas.
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Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penapsitdmenarik hipotesis

sebagai berikut :

“Apabila Pengaruh Good Governance GovernmenBaik maka

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Meningkat”

Sebagai rujukan dalam penelitian ini, penulis metupeberapa penelitian

sebelumnya dari:

1)

2)

Nita Garnita, Universitas Widyatama dengan judul erf§aruh

Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintdiehgan studi kasus
pada Balai Besar Badan dan Barang Teknik. Kesimpuydanelitian

tersebut adalah akuntabilitas berpengaruh posiif signifikan terhadap
kinerja Instansi pemerintah. Persamaan penelitiaituy membahas
akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Beéalan penulis pada
pengaruh penerapayood governance governmepada objek penelitian
akan dilaksanakan di Dinas Pertanian Tanaman PaRgawinsi Jawa
Barat.

Herni Yuanita, Universitas Widyatama dengan juduHubungan

Penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik Terhadamtabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Persamaan penelit@mipahas akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah dan objek pada DinagaR&n Tanaman
Pangan Provinsi Jawa Barat. Perbedaannya penbiis tleemfokuskan

pengaruh penerapgood governance government.



